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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 

ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara RI  Tahun 1945 (UUD 1945), konsep negara 

hukum dimulai oleh filsuf  Yunani kuno Plato yang menyebutkan sebuah negara yang 

baik hanya akan bisa diatur berdasarkan aturan-aturan (hukum) yang baik.
1
 Ungkapan 

dari Plato bahwa setiap manusia berkaitan dengan aturan-aturan atau norma-norma 

kehidupan. Ide negara hukum timbul pada saat abad ke-17 dikarenakan muncul 

kekuasaan yang absolut yang telah mengakibatkan penindasan dari para bangsawan 

atas golongan tengah yang terdiri dari cedikiawan pandai dan orang-orang kaya.
2
 

Konsep negara hukum sejalan dengan lahirnya faham liberlaisme, Negara hukum 

liberal dengan konsep negara hukum dalam arti luas “Negara Hukum Kesejahteraan” 

(Welfarestaat), dengan unsur-unsur utama : 

a. adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia 

b. adanya pemisahan dan pembagaian kekuasaan Negara untuk menjamin 

perlindungan hak asasi manusia 

c. pemerintahan berdasarkan peraturan 

                                                           
1
 Entah, Aloysius R., 2016, Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila, Seminar 

Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1, hal 533. 
2
 Ibid, hal 534 
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d. adanya perlindungan administrasi.
3
 

Menurut Bernhard Limbong pengertian negara hukum terbagi atas dua yaitu 

pengertian negara dalam arti formal adalah negara yang menjaga agar jangan sampai 

ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah 

ditentukan dalam  hukum tertulis (Undang-Undang), sedangkan negara hukum dalam 

arti materiil adalah negara yang terkenal dengan istilah welfare state, yang menjaga 

keamanan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip-

prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warganya benar-benar 

terlindungi.
4
  

Indonesia merupakan  negara hukum yang berdasarkan Pancasila, yang 

bersumber dari nilai-nilai sosial budaya Indonesia yang kristalisasinya adalah 

Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 yang merupakan staatfundamentalnorm.
5
 Pancasila yang 

merupakan staatfundamentalnorm mempunyai 2 fungsi yaitu fungsi konstitutif dan 

fungsi regulatif, dimana Pancasila sebagai dasar penyusun konstitusi UUD 1945 dan 

menjadi  tolak ukur dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan.
6
 

Sebagaimana tertera dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 untuk 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia juga untuk 

memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan dapat diartikan bebas dari 

                                                           
3
 Ibid, hal 534 

4
 Limbong, Bernhard, 2011, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi 

Penegakan Hukum, CV Rafi Maju Mandiri, Jakarta. hal 49 
5
Entah, Aloysius R, Op.Cit. hal 536 

6
 Ibid, hal 537 
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kemiskinan atau gangguan, kesukaran hidup dan kekhawatiran sehingga merasa aman 

secara lahirilah dan batiniah.
7
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, kesehatan 

jiwa. Kesejahteraan memiliki indikator yang berbeda-beda, karena lingkup 

jangkauannya meliputi seluruh bidang kehidupan manusia dan bersifat subyektif, 

sehingga pegertian kesejahteraan dapat berbeda tergantung dari sudut pandang atau 

kriteria yang digunakan dan tiap-tiap individu berbeda dalam mendefinsikan arti 

kesejahteraan.
8
 Beberapa indkator penting dalam menggambarkan dan menganallisis 

kesejahteraan adalah tingkat pendapatan, pendidikan dan kesehatan.
9
 

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat negara 

selain ekonomi dan sosial. Sehingga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara RI 1945 (UUD 1945) tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang 

sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, antara lain bertujuan untuk 

melindungi segenap bangsa. Pemenuhan kesehatan di Indonsia tidak memandang 

golongan yang dimana harus sama rata sebagaimana tercantum dalam Sila ke-5 

Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang 

dimaksud dalam kesehatan ini adalah untuk mendapatkan mutu pelayanan kesehatan 

yang bermutu atau berkualitas sebagai mana tercantum dalam Pasal 28 H Ayat 1 yang 

berbunyi sebagai berikut : 

                                                           
7
 Sudjana, 2019, Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi sebagai 

Geostrategi Indonesia melalui Pendekatan Kesejahteraan, Jurnal Pancasila dan 

Kewarganegaraan Volume 4 No. 2. hal 5 
8
 Ibid, hal 5 

9
 Ibid, hal 5 
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  “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan”. 

Pembangunan kesehatan Indonesia telah diupayakan untuk mencapai 

kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar 

dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Penyelenggaraan pembangunan 

kesehatan meliputi upaya kesehatan yang didukung sumber terpadu dan 

berkesinambungan sehingga mencapai tujuan yang optimal.  Sebagaimana tercantum 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) tahun 

2005-2025dinyatakan bahwa: dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing, maka kesehatan bersama-sama dengan pendidikan dan 

peningkatan daya beli keluarga atau masyarakat merupakan tiga pilar utama untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) Indonesia.
10

 

Setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang 

sama,
11

 sehingga dapat dikatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, 

dimana  kesehatan pada umumnya melekat pada diri manusia. Kesehatan merupakan 

sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap manusia.  Berdasarkan Pasal 25 

Ayat 1 Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia 1948, disebutkan bahwa setiap orang 

berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan baik bagi 

                                                           
10

 Departemen Kesehatan RI, 2009, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang 

Kesehatan 2005-2025,  Departemen Kesehatan Indonesia , Jakarta.  hal 8 
11

 Deklarasi Universal Hak-Hak  Asasi Manusia 1948 Pasal 1  



5 
 

dirinya maupun keluarganya, termasuk didalamnya adalah hak atas pangan, pakaian, 

dan perawatan kesehatan.
12

 Sehubungan dengan  kesehatan, dapat diungkapkan 

bahwa kesehatan  tidak sekedar terkait dengan  pengobatan saja, namun pengertian 

kesehatan juga secara luas mencakup  keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial 

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup dan produktif secara sosial dan 

ekonomis.
13

  

Sehat menjelaskan kondisi atau keadaan dari subjek, anak sehat atau orang 

sehat, sedangkan kesehatan menjelaskan tentang sifat dari subjek, misalnya kesehatan 

manusia, kesehatan masyarakat dan kesehatan individu.
14

 Pengertian kesehatan 

menurut World Health Organization 1948 (WHO 1948) adalah suatu keadaan fisik, 

mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau 

kelemahan.
15

 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan atau selanjutnya disebut UU tentang Kesehatan ditegaskan bahwa 

kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial 

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya 

                                                           
12

 Sadi, Muhamad, 2015, Etika Hukum Kesehatan teori dan aplikasinya di Indonesia, 

Kencana, Jakarta. hal 
13

 Poernomo, Bambang, 2000, Hukum Kesehatan, Aditya Media, Yogyakarta. hal 25 
14

 Notoatmodjo, Soekijo, 2005, Promosi Kesehatan(Teori dan Aplikasi), Rineka Cipta, 

Jakarta. hal 2 
15

  Calundu, Rasidin, 2018, Manejemen Kesehatan, CV Sah Media Makassar. hal 47 
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manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
16

 Adapun tujuan umum 

mengenai kesehatan masyarakat yaitu meningkatkan derajat kesehatan dan 

kemampuan masyarakat secara menyeluruh dalam memelihara kesehatan untuk 

mencapai derajat kesehatan secara mandiri.
17

 Tujuan khusus kesehatan masyarakat 

yaitu meningkatkan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam pemahaman 

sehat sakit, meningkatkan kemampuan individu, keluarga kelompok dan masyarakat 

dalam mengatasi masalah kesehatan dan tertangani atau terlayani kelompok keluarga 

rawan, kelompok khusus dan kasus yang memerlukan penanganan tindak lanjut dan 

pelayanan kesehatan.
18

 

 Meningkatkan suatu perekonomian masyarakat, kemudahan komunikasi serta 

peningkatkan pengetahuan sebagai hasil pembangunan nasional di segala bidang telah 

menyebabkan masyarakat menuntut pelayanan kesehatan yang lebih bermutu, ramah 

serta sanggup memenuhi kebutuhan mereka.
19

 Menurut Donabedian, pengukuran 

mutu pelayanan kesehatan dapat diukur dengan menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu 

yang pertama input atau struktur ialah segala sumber daya yang diperlukan untuk 

melakukan pelayanan kesehatan, seperti tenaga, dana, obat, fasilitas, peralatan, bahan, 

teknologi, organisasi, informasi, dan sebagainya; variabel  kedua adalah proses  

interaksi profesional antara pemberi pelayanan dengan konsumen, yaitu antara  

masyarakat dan pasien. Proses ini merupakan variable penilaian mutu yang penting. 

                                                           
16

 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 3 
17

Eliana dan Sri Sumiati,  2016, Kesehatan Masyarakat , Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia. hal 3 
18

 Ibid, hal 3 
19

 Mulyadi,Bagus, dkk, 2001, Petunjuk Pelaksanaan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit, 

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT), Jakarta. hal 1 
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Variabel ketiga, output atau outcome ialah hasil pelayanan kesehatan,sebagai bentuk 

dari perubahan yang terjadi pada konsumen merupakan kepuasan dari konsumen 

tersebut.
20

Berdasarkan hal-hal tersebut kesehatan atau pelayanan kesehatan  dapat 

dikatakan merupakan sistem pelayanan kesehatan yang memiliki beberapa 

karakteristik sebagai berikut :
21

 

a. Quality 

b. Access ( availability, acceptance, affordable) 

c. Equity ( service excellence, physically safe) 

d. Efficiency ( economic, allocate efficiency) 

e. Sustainability 

Kesehatan  sebagai salah satu indikator penting dalam hak asasi manusia, 

perlu diakui dan dillindungi oleh suatu peraturan perundang-undangan.
22

  Hukum 

kesehatan berkembang pada waktu World Cogress on Medical Law di Belgia 1967, 

perkembangan selanjutnya melalui World Congress of the Association for Medical 

Law yang diadakan hingga saat ini.
23

 Sejarah perkembangan hukum kesehatan di 

Indonesia dimulai pada saat terbentuknya kelompok studi hukum kedokteran FK-

UI/R.S. Ciptomangunkusumo di Jakarta tahun 1982.
24

  

                                                           
20

 Ibid, hal 2 
21

  Siyoto, Sandu & Supriyanto, 2015, Kebijakan & Manajemen Kesehatan, CV Andi Offset, 

Yogyakarta. hal 2 
22

Sadi, Muhamad, 2015, Etika Hukum Kesehatan teori dan aplikasinya di Indonesia, 

Kencana, Jakarta.hal  6. 
23

 Ibid, hal 2 
24

 Ibid, hal 2 



8 
 

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan yaitu hendak melindungi, 

mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.
 25

 

Berdasarkan hal tersebut Hukum medis adalah penggabungan dari dua disiplin yang 

tertua, yaitu hukum dan medis. Hukum medis (Medical Law) seolah-olah 

mengadakan “kerjasama” dengan masing-masing bidang keahlian yaitu antara hukum 

dan medis, hukum medis merupakan cabang dari ilmu hukum, maka sebagai cabang 

ia harus menganuti prinsip-prinsip dari hukum.
26

  

Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintah 

tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri melainkan untuk melayani masyarakat 

dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk 

mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama.
27

 

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah mengalami pergeseran dari 

paradigma rule government menjadi good governance, yang dimana pemerintah 

dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dalam 

perspektif good governance tidak hanya diserahkan kepada pemerintah atau negara 

melainkan harus melibatkan seluruh komponen, baik internal birokrasi maupun 

masyarakat.
28

 Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, 

menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang 

                                                           
25

 Djamali, R. Abdoel, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada ,Jakarta 

. hal 3 
26

 Guwandi, J., 2007, Hukum Medik (Medical Law), Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia , Jakarta.  hal 3 
27

 Rasjid, M. Ryaas, 1998, Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam 

Pembangunan Administrasi di Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta. hal 139. 
28

 Sukriono, Didik, 2014, Penguatan Budaya Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, 

Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 No. 2. hal 229 
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merata dan terjangkau oleh masyarakat.Upaya penyelenggaraan kesehatan yang adil 

dan merata segabaimana dijelaskan sebelumnya, sehingga  pemerintah melalui sistem 

kesehatan nasional, berupaya menyelenggarakan kesehatan yang bersifat menyeluruh, 

terpadu, merata dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat 

luas, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal.
29

 Salah satu akses pelayanan 

kesehatan yang menjadi penjamin yaitu jaminan sosial yang dilaksanakan oleh 

pemerintah dalam menjamin kualitas kesehatan dan tingkat harapan hidup di 

Indonesia. Berdasarkan  hal tersebut sehingga pemerintah merupakan pemberi 

jaminan sosial bagi seluruh rakyat selain itu juga bertanggung jawab atas penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
30

  

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU tentang Kesehatan 

pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat 

melalui sistem jaminan sosial nasional untuk upaya kesehatan perorangan. 

Berdasarkan hal tersebut pemerintah dalam mewujudkan komitmen global dan 

konstitusi, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan 

masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan. 

Pada awalnya pemerintah telah menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di 

bidang kesehatan, diantaranya melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek 

(Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran 

                                                           
29

 Nasution, Bahder Johan,  2015,  Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, PT. 

Rineke Cipta, Jakarta. hal 2 
30

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 (UUD 1945)  Pasal 34  
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dan pegawai swasta.
31

 Jaminan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu 

diberikan jaminan skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan 

Kesehatan Daerah (Jamkesda).
32

 Namun demikian, skema-skema tersebut masih 

terfragmentasi atau masih terbagi-bagi, sehingga biaya dan mutu pelayanan menjadi 

sulit terkendali.
33

 

Asuransi kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibutuhkan 

karena premi asuransi komersial relatif tinggi yang dimana tidak terjangkau bagi 

sebagian besar masyarakat. Asuransi kesehatan sosial ini memberikan beberapa 

keuntungan yang dimana memberikan manfaat yang komprehensif dengan premi 

terjangkau, asuransi kesehatan menerapkan prinsip kendali biaya dan mutu,  

menjamin kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan 

asuransi kesehatan sosial memiliki portabilitas sehingga dapat digunakan di seluruh 

wilayah Indonesia.
34

 Pemerintah dalam upaya menyelenggarakan kesehatan sehingga 

memiliki tanggung jawab suatu negara yaitu melalui regulator atau pemerintah untuk 

membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

Pemerintah dalam melaksanakan jaminan sosial menggunakan sistem asuransi sosial, 

dimana merupakan suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib berasal 

dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa 

                                                           
31

 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, Kementrian 

Kesehatan RI. hal 9 
32

 Ibid, hal 10 
33

 Ibid, hal 10 
34

 Ibid,hal 13 
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peserta dan atau anggota keluarganya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau 

selanjutnyaa disebut sebagai UU tentang SJSN.   

Jaminan Kesehatan Nasional yang dikembangkan di Indonesia merupakan 

bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan melalui 

mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. Jaminan sosial  Prinsip-

prinsip Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengacu pada Sistem Jaminan Sosisal 

Nasional (SJSN) yaitu :
35

 

1. Prinsip kegotongroyongan : 

Prinsip kebersamaan antar peserta dalam  menanggung beban biaya jaminan 

sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran 

sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya. 

2. Prinsip Niralaba :  

Prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil 

pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 

seluruh peserta. 

3. Prinsip keterbukaan : 

Prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi 

setiap peserta. 

4. Prinsip kehati-hatian : 

Prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib. 

5. Prinsip akuntabilitas : 

                                                           
35

  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 4 
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Prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan 

dapat dipertanggung jawabkan. 

6. Prinsip portabilitas : 

Prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah 

pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Indonesia. 

7. Prinsip kepesertaan bersifat wajib : 

Prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jamminan 

sosial yang dilaksanakan secara bertahap. 

8. Prinsip dana amanat : 

Bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta 

untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial. 

9. Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial nasional : 

Berdasarkan ketentuan ini adalah hasil berupa deviden dari pemegang saham 

yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial. 

Sistem jaminan sosial ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial 

untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang 

layak.
36

 Sistem tersebut merupakan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial 

oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Fasilitas jaminan sosial yang 

diberikan oleh pemerintah dalam hal ini yaitu  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

                                                           
36

 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 

Angka 1 
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(BPJS) yang merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan 

program jaminan sosial.
37

  

Tujuan pemerintah membentuk jaminan sosial atau BPJS ini adalah untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dari setiap sudut tanpa 

memandang golongan kurang mampu ataupun mampu, karena pemerintah dalam hal 

ini memberikan bantuan kepada fakir miskin dan orang yang tidak mampu. 

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang  Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial atau selanjutnya disebut sebagai UU tentang BPJS,  

dana jaminan sosial merupkan dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan 

himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk 

pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasinal penyelenggaraan 

jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk 

menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang 

layak.
38

 Jenis-jenis jaminan sosial yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, 

jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan  kematian,
39

 namun dalam 

pembahasan ini hanya dalam lingkup jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah 

jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan  kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

                                                           
37

 Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 

1 Angka 1 
38

 Ibid, Pasal 1 Angka 2 
39

 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, Kementrian 

Kesehatan RI . hal 41 
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kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran 

dibayar oleh pemerintah.
40

 

Manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan faedah 

jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan anggota keluarganya sebagaimana diatur 

dalam  Pasal 1 angka 5 UU tentang BPJS. Manfaat jaminan kesehatan yang dimaksud 

berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif 

dan rehabilitatif.
41

 Pengertian kesehatan promotif  adalah suatu kegiatan dan atau 

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang 

bersifat promosi kesehatan, selanjutnya pengertian pelayanan kesehatan preventif 

adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah atau kesehatan dan 

pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan 

pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan 

akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas 

penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
42

  

Selain daripada adanya jaminan sosial yang diberikan pemerintah dalam 

bentuk BPJS tersebut sehingga yang menjadi faktor-faktor pembantu dalam 

menyelaraskan The Right to Helath Care tersebut, terdapat empat faktor  yaitu :
43

 

a. Faktor sarana yang seharusnya berfungsi dengan baik dan berkesinambungan 

b. Faktor geografis yang membuat sarana yang bersangkutan dapat dicapai 

dengan cepat dan mudah 

                                                           
40

 Ibid, hal 41 
41

Anita, Betri dkk, 2019, Puskesmas dan jaminan Kesehatan Nasional, CV Budi Utama, 

Yogyakarta. hal 47 
42

 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 12-14 
43

  Ameln, Fred , 2004, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Grafikatama Jaya,  Jakarta. hal 28 
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c. Faktor finansial atau keuangan yaitu biaya pengobatan atau pemeliharaan 

kesehatan yang dapat dijangkau oleh warga masyarakat sehingga tidak 

menghambat warga masyarakat yang bersangkutan dalam memperoleh hak 

atas pemeliharaan kesehatan 

d. Faktor kualitas yang terdiri dari dua kategori yaitu kualitas sarana dan kualitas 

tenaga kesehatan. 

Berdasarkan Pasal 23 Ayat 1 UU tentang SJSN manfaat jaminan kesehatan 

diberikan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta yang menjalin 

kerjasama dengan BPJS yang dimana fasilitas kesehatan tersebut meliputi rumah 

sakit, dokter praktek, klinik, laboratorium, apotek dan fasilitas kesehatan lainnya. 

Fasilitas kesehatan memenuhi syarat tertentu apabila fasilitas kesehatan tersebut 

diakui dan memiliki izin dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang 

kesehatan. Namun penulis akan membahas mengenai fasilitas kesehatan yang 

merupakan rumah sakit. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS 

Kesehatan) akan membayar kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan 

kapitasi, sedangkan untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) membayar dengan 

sistem paket INA CBG’s.
44

 

Menurut World Health Organization (WHO) rumah sakit adalah bagian 

integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan 

pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhuan penyakit (kuratif) dan 

                                                           
44

 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, Kementrian Kesehatan 

RI. hal 27 
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pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Pengertian rumah sakit adalah 

institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan 

gawat darurat.
45

 Sebagaimana pengertian rumah sakit merupakan organisasi sosial  

rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila yang salah satunya mempunyai 

fungsi sosial, yang dimaksud dengan fungsi sosial adalah bagian dari tanggung jawab 

yang melekat pada setiap rumah sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari 

rumah sakit dalam  membantu pasien khususnya yang kurang atau tidak mampu 

untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 2 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit atau selanjutnya 

disebut sebagai UU tentang Rumah Sakit.  Berdasarkan Pasal 5 UU tentang Rumah 

Sakit fungsi rumah sakit yang pertama adalah penyelenggaraan pelayanan pengobatan 

dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, kedua yaitu 

pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan 

yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis, ketiga adalah 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka 

peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayan kesehatan dan keempat adalah 

penyelengaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang 

kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan 

etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

Rumah sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau swasta 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2)  UU tentang Rumah Sakit. Rumah sakit 

                                                           
45

 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 1 angka 1 
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yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya 

hanya bergerak di bidang perumah sakitan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) 

UU tentang Rumah Sakit. Salah satu prinsip dari setiap organisasi adalah unsur 

“authority”, dilihat dari sudut manejemen maka di dalam setiap organisasi  termasuk 

juga organisasi rumah sakit harus ada pucuk pimpinan yang memikul tanggung jawab 

dan wewenang tertinggi.
46

 

Rumah sakit yang merupakan salah satunya  fungsi sosial mendukung 

program pemerintah dalam hal ini jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dimana memberikan manfaat jaminan 

kesehatan kepada pasien atau peserta oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) berupa pelayana kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit pemerintah 

atau swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU tentang SJSN. Hal 

tersebut berkaitan dengan kewajiban rumah sakit dalam menjalankan pelayanan 

kesehatan sebagai fungsi sosial dengan menggunakan jaminan sosial yaitu dapat 

dilihat dari:
47

 

1. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan 

efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar 

pelayanan rumah sakit. 

2. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau  

miskin 

                                                           
46

 Guwandi, J.,  2002,  Hospital Law (Emerging & Jurisprudence), Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia, Jakarta. hal 8 
47

 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 ayat (1) butir b,e 

dan f 
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3. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas 

pelayanan pasien. 

Kewajiban rumah sakit dalam melaksanakan fungsi sosial tersebut, rumah sakit tetap 

berhak mendapatkan imbalan jasa pelayanan sebagaimana diatur dalam  Pasal 30 ayat 

(1) butir b UU tentang Rumah Sakit melalui pasien sebagai peserta Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maupun pasien yang tidak termasuk dari 

jaminan sosial tersebut. Rumah sakit pemerintah maupun swasta yang sudah 

bekerjasama dengan BPJS untuk melaksanakan setiap tindakan medisnya telah 

memiliki tarif yang akan diklaim kembali terhadap BPJS yang dimana tarif tersebut 

merupakan INA-CBG’s sebuah sistem untuk menentukan tarif standar yang 

digunakan oleh rumah sakit sebagai referensi biaya klaim ke pemerintah selaku pihak 

BPJS atas biaya pasien BPJS yang dimana tarif tersebut merujuk pada data biaya 

rumah sakit pemerintah.
48

 Sehingga apabila seorang peserta atau pasien BPJS akan 

ditanggung dengan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah tersebut terhadap 

rumah sakit. 

Berdasarkan tarif tersebut namun setiap pasien dalam hal disini yaitu pasien 

atau peserta BPJS berhak atau harus tetap  mendapatkan standar layanan minimal di 

rumah sakit pemerintah  maupun swasta yang dimana merupakan tanggung jawab 

hukum apabila tidak dilaksanakannya. Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (SPM 

Kesehatan) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang 

                                                           
48

 Khoirunisa, Rizqia (2016, 19 Juli), Mengenal INA-CBG’s Standar Tarif BPJS Kesehatan, 

diakses pada 25 September 2019, 

http://www.pasienbpjs.com/2016/07/mengenal-ina-cbgs-standar-tarif-bpjs.html 
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merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara 

secara minimal.
49

 Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan 

dalam keadaan darurat dan bencana, pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan 

masyarakat serta diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika profesi.
50

 Salah 

satu contoh standar pelayanan minimal rumah sakit yaitu standar akreditasi suatu 

rumah sakit disusun sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan 

keselamatan pasien
51

 yang dimana pada dasarnya pasien BPJS ini telah di cover  oleh 

jaminan sosial dari pemerintah dengan suatu tarif  tertentu namun suatu rumah sakit 

swasta maupun pemerintah harus tetap menjaga atau meningkatkan mutu pelayanan 

minimal rumah sakit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit. 

Penjelasan tersebut merupakan tanggung jawab terhadap kesehatan pasien. 

 Berdasarkan Pasal 46 UU tentang Rumah Sakit yang dimana rumah sakit 

bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas 

kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Selain daripada itu  

salah satu tanggung jawab hukum pengelola rumah sakit berkewajiban untuk 

memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif 

dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah 

sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat 1 huruf b UU tentang Rumah Sakit. 

                                                           
49

 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar 

Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Kesehatan  Pasal 1 ayat (2) 
50

 Widada Trisna, dkk, 2017, Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

dan Implikasinya terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD 

Hasanuddin damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu) 

, Jurnal Ketahanan Nasional Volume 23. hal 200 
51

 Ismainar, Hetty, 2015, Keselamatan Pasian di Rumah Sakit, CV Budi Utama , Yogyakarta. 

hal 32 
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Rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum dilihat dari segi yuridis maka apabila 

datang berobat ke rumah sakit timbul tiga macam hubungan hukum yaitu yang 

pertama hubungan hukum antara seorang dokter dan pasien, yang kedua hubungan 

hukum antara rumah sakit dan pasien dan yang ketiga hubungan hukum antara dokter 

dan rumah sakit.
52

 Hubungan hukum antara pasien dengan rumah sakit termasuk 

dalam perjanjian pada umumnya yang terdapat dalam Pasal 1234 Kitab Undang-

undang Perdata atau selanjutnya akan disebut KuhPerdata yang dimana tiap-tiap 

perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak 

berbuat sesuatu.
53

Berdasarkan  perjanjian tersebut kewajiban rumah sakit adalah 

melakukan sesuatu sehingga pasien mendapat kesembuhan, tindakan utamanya 

memberikan pelayanan kesehatan.
54

 Sebagai suatu perjanjian sehingga syarat sahnya 

perjanjian sebagaiman diatur dalam Pasal 1320 Kuhperdata yaitu : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3. Suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal 

Permasalahan yang sedang terjadi pada tahun 2019  ini pada  tunggakan klaim 

atau pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) 

kepada rumah sakit mencapai Rp 6,5 Triliun sebagaimana dilansir dari berita CNN 

Indonesia yang dimana hal tersebut arus kas keungangan selain itu dalam hal 

                                                           
52

 Guwandi J., 2002, Hospital Law (Emerging & Jurisprudence), Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia,  Jakarta. hal 19 
53

 Rahmawati, Vita, 2010, Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dan Asas Manfaat,  Jurnal 

Ilmiah Hukum Volume 13. hal130 
54

 Ibid, hal 130 
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pemasokan obat terpaksa dihentikan oleh perusahaan obat dikarenakan adanya 

tunggakan tersebut yang jelas merugikan pihak rumah sakit, namun rumah sakit harus 

tetap mempertahankan standar pelayanan yang diberikan kepada pasien.
55

 Sehingga 

dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis, penulis tertarik untuk melihat 

tanggung jawab hukum apa yang akan dikenakan apabila suatu rumah sakit tidak 

melaksanakan standar mutu pelayanan minimal yang diberikan kepada pasien BPJS. 

Sehingga penulis mencoba, menungangkan tulisan ini dalam bentuk tesis dengan 

judul “Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Swasta Terhadap Pelayanan 

Kesehatan Kepada Pasien di Era JKN” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan hukum yang berlaku terhadap tanggung jawab rumah 

sakit swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien peserta 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)? 

2. Bagaimana pelaksanaan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) kesehatan dari rumah sakit swasta terhadap pasien dikaitkan dengan 

standar pelayanan kesehatan yang berlaku? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Mengacu pada judul dan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka 

dapat di temukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

                                                           
55

Wicaksono, Adhi (2019, 12 September), Tunggakan BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit 

Capai Rp 6,5 Triliun, diakses pada 8 Oktober 2019 dari CNN Indonesia, 
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1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan oleh 

pengelola rumah sakit swasta apabila tidak memberikan standar pelayanan 

kesehatan kepada pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

(BPJS Kesehatan). 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dari rumah sakit swasta terhadap pasien 

yang dikaitkan dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan peneletian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum 

pada umumnya dan khususnya Hukum Kesehatan mengenai pengaturan 

mengenai tanggung jawab suatu rumah sakit dalam melaksanakan standar 

pelayanan kesehatan kepada pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan (BPJS Kesehatan). Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan studi bagi pengkajian selanjutnya yang lebih mendalam tentang 

masalah yang sama atau serupa. 

2. Manfaat Praktis 

Bahwa penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

jelas pada penerapan aturan hukum mengenai tanggung jawab rumah sakit 

dalam memberikan standar pelayanan kesehatan kepada pasien Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah, diperlukan suatu 

sistematika agar pembahasan terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan 

dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun 

adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

 Bab pertama yang merupakan pendahuluan ini berisi uraian mengenai hal 

yang melatarbelakangi penulis untuk menyusun penelitian ini. Kemudian, dalam bab 

ini dipaparkan juga rumusan permasalahan, tujuan penelitian, hal-hal yang telah 

diketahui maupun yang belum diketahui penulis berkaitan dengan judul penelitian ini 

yang diuraikan dalam kerangka konsep. Selain itu, bab pertama ini memuat manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

 Bab kedua ini akan menguraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan 

topik yang diteliti dalam penelitian ini. 

BAB III : Metode Penelitian 

 Bab ketiga ini penulis akan menguraikan jenis penelitian dan teknis 

pengumpulan  data yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini. 

BAB IV : Analisis dan Pembahasan 

 Bab keempat ini penulis akan menguraikan tanggung jawab secara hukum 

rumah sakit swasta yang dimana apabila rumah sakit tidak melaksanakan 

kewajibannya memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar berlaku kepada pasien 

pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) rumah 
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sakit swasta merupakan mitra dari jaminan sosial dalam melaksanakan kewajiban 

rumah sakit melaksanakan fungsi sosial. Selain itu juga pelaksanaan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dari rumah sakit 

terhadap pasien. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

 Bab terakhir ini adalah bab penutup yang berisi simpulan yang bisa ditarik 

dari analisis mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit swasta terhadap pelayanan 

kesehatan kepada pasien di era JKN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


